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ABSTRAK :  - bahwa dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian 
Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta Peraturan Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan landasan kerja 
dalam penyusunan produk hukum. 

- bahwa untuk membentuk produk hukum di Kementerian Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan produk 
hukum yang pasti, baku, dan standar. 

- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945, UU 
Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 
2024, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 59 Tahun 2015, PP Nomor 87 Tahun 
2024 sebagaimana telah diubah dengan PP 76 Tahun 2021, PP Nomor 191 Tahun 
2024, Permenkumham Nomor 11 Tahun 2021. 

- Peraturan Menteri ini berisi: 

• BAB I : Jenis, kerangka, dan materi muatan; 

• BAB II : Pembentukan peraturan perundang-undangan; 

• BAB III : Pembentukan instrumen hukum lainnya; 

• BAB IV : Perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan; 

• BAB V : Penyebarluasan produk hukum; 

• BAB VI : Kewenangan penetapan; 

• BAB VII : Monitoring dan evaluasi; 

• BAB VIII : Pembinaan. 
- Catatan:  

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan 
dengan pembentukan dan evaluasi Produk Hukum atas penyelenggaraan tugas 
dan fungsi terkait perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1103), dinyatakan tidak berlaku.  

• Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 2025 dan 
ditetapkan pada tanggal 17 April 2025. 

• Lampiran: 32 hlm. 


